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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

NOMOR P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 

TENTANG 

LEMBAGA KONSERVASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa salah satu upaya pengawetan jenis tumbuhan dan 

satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian 

jenisnya dan/atau pengembangbiakan terkontrol, 

pemeliharaan, serta penyelamatan yang berfungsi sebagai 

tempat pendidikan, penitipan sementara, sumber 

indukan dan cadangan genetik untuk mendukung 

populasi in-situ, sarana rekreasi yang sehat, serta 

penelitian, peragaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, perlu diatur mengenai Lembaga 

Konservasi; 

b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan 

kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Lembaga Konservasi; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Pengawetan Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3802); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5056); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5798); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5506); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 
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11. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang 

Pengesahan Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); 

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan 

Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG LEMBAGA KONSERVASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat 

dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan 

Menteri kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik 

yang terintegrasi.  

2. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 

modal. 

3. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik 

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 
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optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 

suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi 

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya. 

4. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk 

memenuhi persyaratan Izin Usaha. 

5. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses 

pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan 

persyaratan atau penyelesaian pemenuhan Komitmen 

Izin Usaha. 

6. Konservasi adalah langkah-langkah pengelolaan 

tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara 

bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi 

saat ini dan generasi masa mendatang. 

7. Konservasi Ex-situ adalah konservasi tumbuhan 

dan/atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya. 

8. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di 

bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar 

habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah 

maupun lembaga non-pemerintah. 

9. Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum adalah 

lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan 

dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik 

berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-

pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya 

mempunyai fungsi utama dan fungsi lain untuk 

kepentingan umum. 

10. Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus adalah 

lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan 

dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik 

berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-

pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya 

difokuskan pada fungsi penyelamatan atau rehabilitasi 

satwa. 
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